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ABSTRAK :

CATATAN :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022
tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau
Tindakan Layanan Publik dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang
Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN
No0.2104), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.28 Tahun 2022
(LN Tahun 2022 No.171, TLN No.6814), Perpres No. 89 Tahun 2006, Perpres No. 57 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan
mekanisme Crash Program terhadap Piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang
memenuhi kriteria Penanggung Utang perorangan atau badan hukum/badan usaha dengan sisa
kewajiban sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pengurusannya
telah diserahkan kepada PUPN, dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2022. Penyelesaian Piutang Negara pada Instansi
Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini dilakukan dengan mekanisme Crash Program secara
nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri, yang secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur
Jenderal berupa pemberian Keringanan Utang. Crash Program tidak dapat diberikan terhadap
Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), Piutang Negara
yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/
atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya, kecuali jaminan tersebut sudah tidak efektif,
kedaluwarsa, atau kondisi lainnya sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan
penyelesaian Piutang Negara dan/ atau Piutang Negara yang sedang dalam proses perkara di
lembaga peradilan umum maupun tata usaha negara di semua tingkatan. Penanggung Utang
yang dapat diberikan Crash Program merupakan Penanggung Utang yang mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal
15 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor
67 /PMK.06/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal
1 Maret 2023.

- Lampiran: halaman 14-24.



